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KATA PENGANTAR 

 

 

 

نِِ ٱلَلِِّ بِسۡمِِ ٱلرَحِيمِِ ٱلرَحۡم َٰ  
 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul “Akad dan 

Kontrak dalam Ekonomi Syariah” ini dapat disusun dan dihadirkan 

kepada para pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan 

seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. 

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami mengenai 

konsep akad dan kontrak dalam ekonomi syariah. Akad merupakan 

fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah, baik dalam 

kehidupan sehari-hari, dunia usaha, maupun dalam praktik lembaga 

keuangan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap 

akad dan kontrak syariah menjadi kebutuhan penting, tidak hanya 

bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas.  

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin 

pesat menuntut adanya literatur yang mampu menjembatani antara 

konsep normatif syariah dan praktik ekonomi modern. Buku ini hadir 

untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyajikan 

pembahasan akad dan kontrak syariah secara bertahap, mulai dari 

konsep dasar, landasan syariah, prinsip-prinsip akad, hingga 

penerapannya dalam berbagai sektor ekonomi kontemporer. 

Penyajiannya dirancang dengan bahasa yang sederhana namun tetap 

menjaga ketepatan ilmiah, sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa 

strata satu (S1) maupun pembaca umum. 
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Hadirnya buku ini dan berharap karya ini dapat menjadi 

referensi yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan ekonomi 

syariah, sekaligus menjadi pedoman praktis dalam menerapkan akad 

yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. 

Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran 

bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, 

melainkan sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, 

dan tanggung jawab sosial.     

Akhir kata, Semoga buku “Akad dan Kontrak dalam Ekonomi 

Syariah” dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, 

pengembangan ekonomi syariah, serta menjadi amal jariyah yang 

bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 

 

 

 

     Penulis  

 

 

 

Mulyana Saleh 
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BAB I 

PENGANTAR AKAD DAN 

KONTRAK DALAM EKONOMI 

SYARIAH 

 

 

 

 

 

1.1 Pengertian Akad dan Kontrak 

Dalam aktivitas ekonomi, setiap bentuk pertukaran barang, kerja 

sama usaha, maupun pemanfaatan jasa pada hakikatnya didasarkan pada 

kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan tersebut berfungsi 

sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak 

agar transaksi dapat berjalan secara tertib dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah konsep perjanjian atau 

kontrak menjadi sangat penting dalam kehidupan ekonomi. 

Dalam ekonomi syariah, kesepakatan tersebut dikenal dengan 

istilah akad. Akad merupakan elemen fundamental yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu transaksi menurut ketentuan syariah. Tanpa adanya 

akad yang sah, suatu aktivitas ekonomi tidak hanya kehilangan kepastian 

hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dan 

etika yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. 

Secara bahasa, akad berasal dari kata Arab al-‘aqd yang berarti 

ikatan, simpul, atau perjanjian. Makna kebahasaan ini menunjukkan 

adanya hubungan yang mengikat antara para pihak yang bersepakat. 

Ikatan tersebut bukan sekadar ikatan administratif, melainkan ikatan 

yang mengandung konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. 



~ 2 ~ 

Dengan kata lain, akad menciptakan hubungan yang menuntut komitmen 

dan konsistensi dalam pelaksanaannya. 

Secara istilah, akad dapat dipahami sebagai kesepakatan antara 

dua pihak atau lebih yang diwujudkan melalui pertemuan ijab dan qabul 

untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan 

sesuai dengan prinsip syariah. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari 

salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan penerimaan atas 

pernyataan tersebut oleh pihak lainnya. Pertemuan antara ijab dan qabul 

inilah yang menjadi inti terbentuknya akad dan menjadi penentu sah atau 

tidaknya suatu transaksi. 

Dalam praktik ekonomi syariah modern, akad tidak selalu 

dilakukan secara lisan sebagaimana pada praktik muamalah klasik. Akad 

dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, dokumen kontrak, maupun 

sistem elektronik yang merekam persetujuan para pihak. Meskipun 

bentuknya mengalami perkembangan, substansi akad tetap harus 

memenuhi ketentuan syariah, baik dari sisi kerelaan para pihak, 

kejelasan objek, maupun tujuan transaksi. 

Sementara itu, kontrak secara umum didefinisikan sebagai 

perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikat secara 

hukum. Dalam sistem hukum positif, kontrak biasanya dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan menjadi dasar penegakan hak dan kewajiban para 

pihak di hadapan hukum. Kontrak menekankan aspek legalitas formal, 

kepastian hukum, dan perlindungan yuridis dalam hubungan 

keperdataan. 

 

Tabel 1. 1: Perbedaan antara Akad (Syariah) dan Kontrak 
(Konvensional) 

Aspek Akad (Syariah) Kontrak (Konvensional) 
Landasan hukum Al-Qur’an & Sunnah Hukum positif 
Dimensi moral Ada Umumnya tidak 
Unsur spiritual Ya Tidak 
Unsur larangan Riba, gharar, maisir Tidak selalu 

Sumber: diolah penulis 

 

Dalam praktik ekonomi syariah, istilah “akad” dan “kontrak” sering 

digunakan secara bersamaan. Akad dipahami sebagai substansi 
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kesepakatan yang berlandaskan prinsip syariah, sedangkan kontrak 

merupakan bentuk formal atau dokumentasi tertulis dari akad tersebut. 

Dengan demikian, kontrak dalam ekonomi syariah idealnya bukan 

sekadar dokumen hukum, tetapi representasi dari akad yang sah, adil, 

dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 

1.2 Perbedaan Akad dalam Islam dan Kontrak Konvensional 

Meskipun akad dan kontrak sama-sama merupakan bentuk 

perjanjian, keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama dari sisi 

landasan nilai, tujuan, dan implikasi moralnya. Akad dalam Islam tidak 

hanya berfungsi sebagai alat pengikat hukum, tetapi juga sebagai sarana 

untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam 

setiap aktivitas ekonomi. 

Perbedaan pertama terletak pada sumber hukum. Akad dalam 

ekonomi syariah bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang 

diturunkan dari Al-Qur’an, Sunnah, serta kaidah fiqh muamalah. Sumber-

sumber ini memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan dalam transaksi ekonomi. Sebaliknya, kontrak 

konvensional bersumber dari hukum positif yang ditetapkan oleh negara, 

seperti hukum perdata dan peraturan perundang-undangan. 

Perbedaan kedua berkaitan dengan kebebasan berkontrak. Dalam 

sistem konvensional, selama para pihak sepakat dan kontrak tersebut 

tidak melanggar hukum positif, maka kontrak dianggap sah. Dalam 

ekonomi syariah, kesepakatan para pihak saja tidak cukup untuk 

menjadikan suatu akad sah. Akad tetap dianggap tidak sah apabila 

mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti riba, gharar, dan 

maisir, meskipun seluruh pihak telah menyetujuinya secara sukarela. 

Perbedaan ketiga terletak pada dimensi moral dan spiritual. Akad 

dalam Islam mengandung tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT, 

selain tanggung jawab horizontal kepada sesama manusia. Setiap akad 

dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, 

tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kontrak konvensional 

umumnya hanya menekankan pertanggungjawaban hukum yang bersifat 

duniawi. 
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Selain itu, akad dalam ekonomi syariah menempatkan prinsip 

keadilan sebagai tujuan utama. Setiap akad harus dirancang agar tidak 

menimbulkan ketimpangan yang berlebihan antara para pihak. 

Keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan risiko dan 

kontribusi masing-masing pihak. Dalam kontrak konvensional, ketentuan 

semacam ini sering kali diserahkan sepenuhnya pada kekuatan tawar 

para pihak, sehingga potensi ketidakadilan tetap terbuka. 

Akad syariah juga menuntut adanya kejelasan dalam setiap unsur 

transaksi. Objek akad, nilai tukar, waktu pelaksanaan, serta hak dan 

kewajiban para pihak harus dijelaskan sejak awal. Ketidakjelasan yang 

disengaja dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan 

dapat merusak keabsahan akad. Kontrak konvensional sering kali 

mengandalkan klausul tambahan atau interpretasi hukum untuk 

menyelesaikan ketidakjelasan tersebut. 

Dengan demikian, perbedaan antara akad dalam Islam dan kontrak 

konvensional menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak sekadar 

menawarkan perbedaan teknis, tetapi menghadirkan paradigma 

ekonomi yang menempatkan nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan 

sebagai fondasi utama. Akad menjadi instrumen untuk menyeimbangkan 

kepentingan individu dengan kepentingan sosial serta mengarahkan 

aktivitas ekonomi agar selaras dengan tujuan syariah. 

 

1.3 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Hijau BUMDES 

Akad memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan 

ekonomi sehari-hari karena menjadi dasar bagi setiap bentuk hubungan 

ekonomi antar individu dan kelompok. Hampir seluruh aktivitas 

ekonomi, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, pada 

hakikatnya selalu diawali dengan suatu kesepakatan. Jual beli di pasar 

tradisional, sewa rumah, kerja sama usaha kecil, hingga pemanfaatan jasa 

profesional, seluruhnya bertumpu pada akad sebagai fondasi hubungan 

tersebut. 

Keberadaan akad memberikan kepastian mengenai hak dan 

kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan akad yang jelas, setiap pihak 

mengetahui batas tanggung jawabnya serta manfaat yang akan 

diperolehnya. Kepastian ini sangat penting untuk menjaga keteraturan 
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dalam aktivitas ekonomi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang 

dapat berujung pada konflik atau sengketa. 

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad juga berfungsi sebagai alat 

perlindungan terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Akad dirancang 

agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Prinsip keadilan dan 

keseimbangan menjadi landasan utama dalam penyusunan akad, 

sehingga setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai 

dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung. 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak transaksi dilakukan 

secara sederhana dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. 

Meskipun demikian, kesepakatan tersebut tetap memiliki kekuatan 

mengikat secara moral dan syariah. Islam memandang bahwa setiap janji 

dan kesepakatan merupakan amanah yang harus dijaga. Oleh karena itu, 

meskipun akad dilakukan secara lisan, pelaksanaannya tetap harus 

didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab. 

Selain itu, akad berperan penting dalam membangun dan menjaga 

kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Kepercayaan merupakan modal 

sosial yang sangat berharga dalam aktivitas ekonomi. Ketika para pihak 

melaksanakan akad secara konsisten dan amanah, kepercayaan akan 

tumbuh dan mendorong terciptanya hubungan ekonomi jangka panjang 

yang saling menguntungkan. 

Akad juga memiliki dimensi spiritual dalam ekonomi syariah. 

Setiap akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dipandang 

sebagai bagian dari ibadah muamalah. Dengan demikian, pelaksanaan 

akad tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada 

pembentukan karakter dan etika pelaku ekonomi. Kesadaran ini 

mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab 

dalam setiap transaksi yang dilakukan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Akad dalam Ekonomi Syariah Modern 

Perkembangan ekonomi modern membawa perubahan signifikan 

dalam bentuk dan mekanisme transaksi. Akad dalam ekonomi syariah 

tidak lagi terbatas pada transaksi tradisional yang bersifat tatap muka, 

tetapi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan 
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globalisasi. Perubahan ini memperluas ruang lingkup akad dalam 

berbagai sektor ekonomi modern yang semakin kompleks. 

Dalam sektor perdagangan, akad digunakan dalam berbagai bentuk 

jual beli, baik secara langsung maupun melalui media digital. Transaksi e-

commerce, misalnya, menjadi fenomena yang semakin dominan dalam 

kehidupan masyarakat modern. Meskipun dilakukan tanpa pertemuan 

fisik, transaksi tersebut tetap harus memenuhi prinsip akad yang sah, 

seperti kejelasan objek, harga, dan kesepakatan para pihak. Akad digital 

menjadi sarana untuk memastikan bahwa transaksi daring tetap berada 

dalam koridor syariah. 

Dalam sektor jasa, akad berperan mengatur hubungan antara 

penyedia jasa dan pengguna jasa. Akad sewa, akad jasa, dan akad 

perwakilan menjadi dasar bagi berbagai aktivitas profesional, seperti 

transportasi, pendidikan, konsultasi, dan layanan kesehatan. Kejelasan 

manfaat jasa, ruang lingkup pekerjaan, serta imbalan yang diberikan 

menjadi unsur penting agar akad dinilai sah dan adil. 

Di sektor keuangan syariah, ruang lingkup akad menjadi semakin 

luas dan kompleks. Seluruh produk dan layanan keuangan syariah, 

seperti simpanan, pembiayaan, investasi, dan penjaminan, disusun 

berdasarkan akad tertentu. Akad menjadi fondasi yang membedakan 

lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Oleh 

karena itu, pemahaman akad menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

praktik keuangan syariah tetap konsisten dengan prinsip syariah. 

Perkembangan teknologi finansial atau fintech juga memperluas 

ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah. Akad tidak lagi selalu 

dilakukan secara fisik, tetapi dapat dilakukan melalui sistem elektronik 

yang menghubungkan para pihak secara daring. Akad digital, tanda 

tangan elektronik, dan platform keuangan berbasis teknologi menjadi 

bagian dari praktik ekonomi syariah kontemporer. Meskipun bentuk dan 

mediumnya berubah, substansi akad tetap harus dijaga agar tidak 

menyimpang dari ketentuan syariah. 
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Tabel 1. 2: Penerapan Akad Syariah dalam Berbagai Sektor 

Sektor Contoh Akad 
Perdagangan Bai’, Salam 

Jasa Ijarah 
Keuangan Mudharabah, Murabahah 

Digital Akad elektronik 
Sumber: diolah penulis 

 

Selain itu, ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah modern juga 

mencakup hubungan ekonomi lintas negara. Globalisasi mendorong 

terjadinya transaksi antar pelaku ekonomi dari berbagai latar belakang 

hukum dan budaya. Dalam konteks ini, akad syariah berfungsi sebagai 

pedoman untuk memastikan bahwa transaksi internasional tetap 

memenuhi prinsip keadilan dan etika Islam. 

Dengan demikian, ruang lingkup akad dalam ekonomi syariah 

modern mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan 

kesepakatan antar pihak, baik dalam konteks tradisional maupun digital, 

lokal maupun global. Pemahaman yang komprehensif mengenai akad 

akan membantu masyarakat dan pelaku ekonomi menerapkan prinsip 

syariah secara konsisten di tengah dinamika ekonomi modern yang terus 

berkembang. 
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BAB II 

LANDASAN SYARIAH AKAD 

DAN KONTRAK 

 

 

 

 

 

2.1 Akad dalam Al-Qur’an dan Hadis 

Landasan utama akad dan kontrak dalam ekonomi syariah 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai rujukan normatif tertinggi 

dalam Islam. Kedua sumber ini memberikan arahan yang jelas mengenai 

bagaimana hubungan antar manusia, khususnya dalam bidang 

muamalah, harus dibangun dan dijalankan. Dalam pandangan Islam, 

aktivitas ekonomi bukanlah aktivitas yang bebas nilai, melainkan bagian 

dari kehidupan yang harus diatur sesuai dengan ketentuan syariah. 

Al-Qur’an menempatkan akad sebagai instrumen yang memiliki 

kedudukan penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi. Perintah untuk memenuhi akad dan janji 

yang telah disepakati menunjukkan bahwa Islam memandang 

kesepakatan antar manusia sebagai sesuatu yang sakral. Kesepakatan 

tersebut bukan sekadar kesepakatan teknis, tetapi mengandung 

tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan. 

Penegasan Al-Qur’an mengenai kewajiban menunaikan akad juga 

menunjukkan bahwa pelanggaran akad bukan hanya persoalan hukum, 

tetapi juga persoalan moral. Setiap pelanggaran terhadap akad 

dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Oleh karena 

itu, akad tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif 

semata, melainkan harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. 
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Selain kewajiban menepati akad, Al-Qur’an juga menekankan 

bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak 

mengandung unsur kezaliman. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya 

kerelaan dan keadilan dalam akad. Kesepakatan yang lahir dari paksaan, 

tekanan, atau manipulasi informasi bertentangan dengan nilai-nilai 

syariah dan dapat menggugurkan keabsahan akad. 

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat prinsip-prinsip tersebut 

dengan memberikan contoh konkret praktik akad dalam kehidupan 

sehari-hari. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat 

menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam bermuamalah. Dalam 

berbagai riwayat, beliau menekankan bahwa keberkahan dalam 

transaksi hanya akan diperoleh apabila para pihak bersikap jujur, 

terbuka, dan tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan objek akad. 

Hadis juga menegaskan bahwa kaum Muslimin terikat dengan 

syarat-syarat yang mereka sepakati, selama syarat tersebut tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini memberikan ruang 

bagi fleksibilitas dalam pengembangan akad sesuai dengan kebutuhan 

zaman, tanpa menghilangkan batasan nilai halal dan haram. Selama isi 

akad tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, 

kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat. 

Dengan demikian, Al-Qur’an dan Hadis menempatkan akad sebagai 

instrumen yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga etis dan spiritual. 

Akad dipandang sebagai amanah yang harus dijaga demi terciptanya 

keadilan, kepercayaan, dan keharmonisan dalam hubungan ekonomi. 

Landasan ini menjadi pijakan utama bagi seluruh pengembangan akad 

dan kontrak dalam ekonomi syariah, baik dalam konteks tradisional 

maupun modern. 

 

2.2 Prinsip Muamalah dalam Islam 

Muamalah dalam Islam mencakup seluruh bentuk interaksi dan 

transaksi antar manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

hidup. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan telah 

ditentukan tata caranya secara baku, muamalah memiliki karakter yang 

lebih fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan muamalah 
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untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. 

Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah kebolehan. Artinya, 

pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan kecuali terdapat 

dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang 

luas bagi inovasi ekonomi dan pengembangan akad sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak 

menjadi sistem yang kaku, tetapi tetap adaptif terhadap perubahan sosial 

dan teknologi. 

Prinsip muamalah berikutnya adalah keadilan. Setiap transaksi 

harus menempatkan para pihak dalam posisi yang seimbang dan tidak 

menimbulkan kerugian sepihak. Keadilan dalam muamalah tidak selalu 

berarti pembagian hasil yang sama, tetapi terciptanya proses yang jujur, 

transparan, dan proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat. 

Prinsip kerelaan juga menjadi fondasi penting dalam muamalah 

Islam. Transaksi yang sah harus dilandasi oleh kehendak bebas para 

pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan. Kerelaan mencerminkan 

penghormatan Islam terhadap kebebasan individu dalam mengelola 

harta dan mengambil keputusan ekonomi. Tanpa kerelaan, suatu akad 

berpotensi kehilangan legitimasi moral dan syariahnya. 

 

Tabel 2. 1: Prinsip Dasar dan Implikasinya dalam Akad Syariah 

Prinsip Implikasi dalam Akad 
Kebolehan Inovasi akad 
Keadilan Tidak eksploitatif 
Kerelaan Tanpa paksaan 

Transparansi Informasi jelas 
Sumber: diolah penulis 

 

Selain itu, muamalah dalam Islam menekankan kejujuran dan 

transparansi. Setiap informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, 

harga, kualitas, dan risiko harus disampaikan secara jelas. Ketidakjelasan 

yang disengaja dapat menimbulkan gharar dan merusak keabsahan akad. 

Transparansi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan 

mencegah perselisihan di kemudian hari. 
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Prinsip muamalah juga mencakup larangan terhadap riba, gharar, 

dan maisir. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi 

yang bersifat eksploitatif, spekulatif, dan merugikan masyarakat. Dengan 

menghindari unsur-unsur tersebut, muamalah diarahkan untuk 

menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan berorientasi pada 

kemaslahatan bersama. 

Dengan menjunjung prinsip-prinsip muamalah tersebut, akad 

dalam ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi instrumen yang 

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa nilai keadilan dan 

keberkahan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam 

merancang dan melaksanakan akad agar selaras dengan tujuan syariah 

dan relevan dengan tantangan ekonomi modern. 

 

2.3 Kaidah Fiqh Muamalah Terkait Akad 

Selain bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, akad dalam ekonomi 

syariah juga berlandaskan pada kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh 

merupakan rumusan prinsip hukum yang bersifat umum dan disusun 

oleh para ulama untuk memudahkan penetapan hukum terhadap 

berbagai persoalan muamalah yang terus berkembang. Kaidah-kaidah ini 

berfungsi sebagai pedoman praktis dalam memahami dan menerapkan 

ketentuan syariah dalam konteks yang beragam. 

Salah satu kaidah fiqh muamalah yang paling mendasar adalah 

bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang 

melarang. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang 

luas bagi kreativitas dan inovasi dalam aktivitas ekonomi. Berbagai 

bentuk akad baru yang tidak dikenal pada masa klasik dapat 

dikembangkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh 

syariah. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tetap relevan dan adaptif 

terhadap perubahan zaman. 

Kaidah fiqh berikutnya menegaskan bahwa bahaya atau 

kemudaratan harus dihilangkan. Dalam konteks akad, kaidah ini 

mengandung makna bahwa setiap kesepakatan yang berpotensi 

menimbulkan kerugian besar, ketidakadilan, atau eksploitasi harus 

dihindari. Akad tidak boleh dijadikan sarana untuk memanfaatkan 
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kelemahan pihak lain atau menciptakan ketimpangan yang merugikan 

salah satu pihak. 

Kaidah fiqh muamalah juga menyatakan bahwa kebiasaan dapat 

dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan 

syariah. Dalam praktik akad, kebiasaan masyarakat atau praktik bisnis 

yang berlaku sering kali menjadi acuan dalam menentukan teknis 

pelaksanaan akad, seperti cara pembayaran, waktu penyerahan, atau 

bentuk kompensasi. Pengakuan terhadap kebiasaan ini menunjukkan 

bahwa syariah memperhatikan realitas sosial dan budaya dalam 

kehidupan ekonomi. 

Selain itu, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa setiap syarat 

dalam akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar 

ketentuan syariah. Kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak 

untuk mengatur isi akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan 

bersama. Dengan adanya fleksibilitas ini, akad dapat disesuaikan dengan 

berbagai situasi dan kondisi tanpa kehilangan legitimasi syariahnya. 

Kaidah fiqh muamalah juga berfungsi sebagai alat untuk menilai 

keabsahan dan kelayakan suatu akad secara substansial. Melalui kaidah 

fiqh, pelaku ekonomi dan praktisi keuangan syariah dapat mengevaluasi 

apakah suatu akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras 

dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kaidah fiqh 

muamalah menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas praktik 

ekonomi. 

 

2.4 Hubungan Akad dengan Maqashid al-shariah 

Akad dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

utama syariah atau maqashid al-shariah. Maqashid al-shariah 

menggambarkan tujuan umum yang ingin dicapai oleh syariah dalam 

mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan-

tujuan ini menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu akad 

sejalan dengan semangat dan nilai dasar syariah. 

Dalam konteks muamalah, akad berperan sebagai sarana untuk 

menjaga dan melindungi harta. Akad yang jelas, sah, dan adil mencegah 

terjadinya sengketa, penipuan, dan perampasan hak. Dengan adanya 
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akad yang tertib, harta dapat dimanfaatkan secara aman dan produktif, 

serta memberikan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi. 

Akad juga berkaitan erat dengan perlindungan jiwa dan akal. 

Transaksi yang dilakukan berdasarkan akad yang adil dan transparan 

menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam aktivitas ekonomi. 

Sebaliknya, akad yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau 

ketidakadilan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, konflik 

sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. 

Selain itu, akad berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan 

kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan akad yang tertib, hubungan 

ekonomi antar individu dan kelompok dapat berjalan secara harmonis 

dan berkelanjutan. Akad menjadi alat untuk membangun kepercayaan 

dan kerja sama jangka panjang, yang pada akhirnya mendukung 

terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Hubungan antara akad dan maqashid al-shariah menunjukkan 

bahwa akad tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas formal. Suatu 

akad mungkin sah secara teknis, tetapi apabila menimbulkan kerugian 

sosial atau bertentangan dengan nilai keadilan, maka akad tersebut tidak 

sejalan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap akad 

harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umum. 

 

Tabel 2. 2: Peran Akad dalam Mewujudkan Maqashid Syariah  

Maqashid Peran Akad 
Hifz al-Mal Melindungi harta 
Hifz al-Nafs Keamanan ekonomi 
Hifz al-‘Aql Transaksi rasional 
Hifz al-Din Akad halal 

Sumber: diolah penulis 

 

Dengan demikian, akad dalam ekonomi syariah merupakan 

instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan syariah secara nyata. 

Akad menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan 

keberlanjutan. Pemahaman terhadap hubungan akad dan maqashid al-

shariah membantu pelaku ekonomi untuk tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan, tetapi juga pada nilai dan tanggung jawab sosial. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan 

secara sistematis mulai dari Bab I hingga Bab XV, dapat ditegaskan 

bahwa akad merupakan elemen paling fundamental dalam sistem 

ekonomi syariah. Akad bukan sekadar perangkat hukum yang 

mengikat para pihak, melainkan fondasi normatif yang 

menentukan arah, etika, dan keadilan dalam setiap aktivitas 

ekonomi. Melalui akad, interaksi ekonomi tidak hanya dipahami 

sebagai pertukaran kepentingan material, tetapi juga sebagai 

bentuk amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh 

seluruh pihak yang terlibat. 

Dalam ekonomi syariah, akad memiliki makna yang jauh lebih 

dalam dibandingkan kontrak dalam sistem konvensional. Akad 

tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi 

juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berada 

dalam koridor nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, 

keseimbangan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. 

Dengan demikian, akad menjadi instrumen penting untuk menjaga 

agar kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari tujuan 

kemanusiaan dan keadilan sosial. 

Perbedaan mendasar antara akad syariah dan kontrak 

konvensional terletak pada landasan filosofis dan normatifnya. 

Dalam sistem konvensional, kebebasan berkontrak sering kali 

dipahami secara luas, selama tidak melanggar hukum positif. 

Dalam Islam, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip syariah, 

sehingga tidak semua kesepakatan yang sah secara hukum dapat 

diterima secara moral dan spiritual. Prinsip ini menegaskan bahwa 

ekonomi syariah tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, 

tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. 
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Landasan syariah akad yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, 

kaidah fiqh muamalah, serta maqashid al-shariah menunjukkan 

bahwa akad dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih luas 

daripada sekadar pertukaran ekonomi. Akad bertujuan melindungi 

harta, mencegah kezaliman, menjaga stabilitas sosial, dan 

menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan akad tidak dapat diukur 

hanya dari kepatuhan formal, tetapi juga dari sejauh mana akad 

tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan 

masyarakat. 

Pemenuhan rukun dan syarat sah akad menjadi prasyarat 

mutlak agar suatu transaksi dapat dinilai sah dan mengikat secara 

syariah. Para pihak, objek akad, serta ijab dan qabul harus 

terpenuhi secara jelas dan dilakukan atas dasar kerelaan. Objek 

akad harus halal, bermanfaat, dan diketahui secara pasti. 

Ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat 

mengakibatkan akad cacat atau bahkan batal. Hal ini menunjukkan 

bahwa akad syariah menuntut tingkat kehati-hatian dan tanggung 

jawab yang tinggi dari para pelaku ekonomi. 

Prinsip-prinsip dasar akad, seperti keadilan, kerelaan, 

kejujuran, transparansi, amanah, serta larangan riba, gharar, dan 

maisir, merupakan ruh yang menghidupkan sistem ekonomi 

syariah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pagar etis yang 

mencegah transaksi berubah menjadi sarana eksploitasi atau 

spekulasi yang merusak. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, akad 

syariah akan kehilangan makna substansialnya dan hanya menjadi 

label formal yang tidak membawa nilai tambah bagi keadilan sosial. 

Klasifikasi akad yang beragam, mulai dari akad tabarru’ dan 

tijarah, akad bernama dan tidak bernama, hingga akad unilateral 

dan bilateral, menunjukkan fleksibilitas ekonomi syariah dalam 

merespons kebutuhan manusia yang terus berkembang. 

Fleksibilitas ini memungkinkan ekonomi syariah untuk 

beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa harus mengorbankan 
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prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi 

syariah bukan sistem yang kaku, melainkan sistem yang dinamis 

dan kontekstual. 

Pembahasan mengenai akad jual beli, kerja sama, sewa, jasa, 

titipan, jaminan, dan pinjaman memperlihatkan bahwa akad 

syariah sangat relevan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari. 

Akad-akad tersebut tidak hanya berlaku dalam lembaga keuangan 

syariah, tetapi juga dalam praktik UMKM, pasar tradisional, dan 

transaksi digital. Dengan pemahaman yang tepat, akad dapat 

menjadi alat yang efektif untuk mengatur hubungan ekonomi 

secara adil, transparan, dan beretika. 

Penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah, seperti 

perbankan, asuransi, pasar modal, dan fintech, menunjukkan 

bahwa akad menjadi tulang punggung seluruh produk dan layanan 

keuangan syariah. Meskipun mekanisme dan teknologinya 

semakin kompleks, prinsip dasar akad tetap harus dijaga agar 

inovasi keuangan tidak menyimpang dari nilai syariah. Tantangan 

terbesar bukan terletak pada kurangnya instrumen, melainkan 

pada konsistensi penerapan akad secara substantif, bukan hanya 

secara administratif. 

Dalam konteks kontrak bisnis modern, e-commerce, akad 

digital, dan smart contract, ekonomi syariah dihadapkan pada 

tantangan teknologi dan globalisasi. Namun, perkembangan 

tersebut tidak mengurangi relevansi akad syariah. Justru, hal ini 

menuntut penguatan pemahaman dan pengembangan akad agar 

dapat diterapkan secara tepat dalam lingkungan digital yang serba 

cepat dan otomatis. Selama substansi akad, kejelasan objek, dan 

tujuan transaksi dijaga, akad syariah tetap mampu menjadi 

pedoman dalam dunia bisnis modern. 

Sengketa akad merupakan konsekuensi yang tidak dapat 

dihindari dalam aktivitas ekonomi. Islam menawarkan pendekatan 

penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah, 

keadilan, dan etika. Kehadiran arbitrase syariah memberikan 
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alternatif penyelesaian sengketa yang profesional dan sesuai 

dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam 

tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga 

perdamaian, keharmonisan, dan kemaslahatan sosial. 

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini menegaskan bahwa 

kesalahan akad dalam praktik sering kali bukan terletak pada 

pemilihan jenis akad, melainkan pada cara penerapannya. 

Kurangnya pemahaman terhadap rukun, syarat, dan prinsip akad 

menyebabkan banyak transaksi berpotensi bermasalah meskipun 

secara formal tampak sah. Hal ini menunjukkan pentingnya 

peningkatan literasi akad bagi mahasiswa, pelaku usaha, dan 

masyarakat luas. 

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa akad 

merupakan jantung dari ekonomi syariah. Pemahaman dan 

penerapan akad yang tepat menjadi kunci dalam membangun 

sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ke 

depan, pengembangan akad perlu diarahkan pada penguatan 

substansi, peningkatan literasi, dan adaptasi terhadap 

perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar 

syariah. Dengan demikian, akad syariah dapat berperan secara 

nyata dalam menjawab tantangan ekonomi modern dan 

mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan 

berkeadilan. 
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GLOSARIUM 

A 

Akad = Ikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang 

diwujudkan melalui pertemuan ijab dan qabul untuk menimbulkan 

akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai prinsip syariah. 

Akad Digital = Bentuk akad modern yang dilakukan melalui sistem 

elektronik, platform daring, atau tanda tangan elektronik dengan tetap 

menjaga substansi hukum syariah. 

Al-‘aqd = Asal kata bahasa Arab dari akad yang berarti ikatan, simpul, 

atau perjanjian. 

Amanah = Kepercayaan atau mandat yang harus dijaga dan 

dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal (sesama manusia) 

maupun vertikal (kepada Allah SWT). 

An-taradhin = Prinsip kerelaan atau suka sama suka antara pihak-pihak 

yang bertransaksi. 

 

 
B 

Bai’ = Akad jual beli atau pertukaran harta dengan harta. 

 
F 

Fiqh Muamalah = Aturan atau hukum Islam yang mengatur hubungan 

antarmanusia dalam masalah kebendaan dan aktivitas ekonomi. 

 
G 

Gharar = Ketidakjelasan, ketidakpastian, atau penipuan dalam sebuah 

transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. 

 
H 

Hifz al-’Aql = Perlindungan terhadap akal, salah satu tujuan syariah agar 

transaksi dilakukan secara rasional. 

Hifz al-Din = Perlindungan terhadap agama, memastikan akad yang 

dilakukan berstatus halal. 
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Hifz al-Mal = Perlindungan terhadap harta, fungsi akad untuk menjaga 

kepemilikan dan mencegah sengketa. 

Hifz al-Nafs = Perlindungan terhadap jiwa, berkaitan dengan keamanan 

ekonomi dan ketenangan batin dalam bertransaksi. 

Hukum Positif = Sistem hukum yang ditetapkan oleh negara atau otoritas 

manusia (seperti hukum perdata), yang menjadi landasan kontrak 

konvensional. 

 
I 

Ijarah = Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa. 

Ijab = Pernyataan kehendak atau penawaran dari salah satu pihak untuk 

mengadakan suatu akad. 

 
K 

Kaidah Fiqh = Rumusan prinsip hukum umum yang disusun oleh para 

ulama sebagai pedoman penetapan hukum praktis. 

Kecakapan Hukum = Kemampuan seseorang secara mental dan usia 

(dewasa) untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatan 

hukumnya. 

Kontrak = Perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, menekankan 

aspek legalitas formal dan perlindungan yuridis. 

 
M 

Maisir = Unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam transaksi 

ekonomi syariah. 

Maqashid al-Shariah = Tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh 

hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. 

Mudharabah = Akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan 

pengelola dengan sistem bagi hasil. 

Murabahah = Akad jual beli barang dengan harga asal ditambah 

keuntungan (margin) yang disepakati. 

 
0 

Qabul = Pernyataan penerimaan atas pernyataan kehendak (ijab) yang 

disampaikan oleh pihak lain. 
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R 

Riba = Tambahan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-

meminjam atau pertukaran yang dilarang dalam Islam. 

Rukun Akad = Unsur-unsur pokok yang harus ada (Pihak, Objek, Ijab-

Qabul) agar suatu akad dianggap terbentuk secara sah. 

 
S 

Salam = Akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan penyerahan 

barang dan pembayaran dilakukan di muka. 

Syariah = Hukum atau aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan 

Sunnah (Hadis). 
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